
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 
NOMOR   064 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA 
PADA TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM DINAS KEHUTANAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

 

Menimbang:  a. bahwa dengan adanya penambahan dan peningkatan 

fasilitas penunjang pariwisata yang ada di Mandiangin 
Taman Hutan Raya Sultan Adam maka akan berpengaruh 

terhadap besarnya retribusi jasa usaha; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan 
tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha 

Pada Taman Hutan Raya Sultan Adam Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Selatan; 

 

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 10  Tahun 1957 antara 
lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 
Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1106); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017   Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12    
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2007 Nomor 13); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 
6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 
Tahun 2012 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11       

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 

11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Nomor 100); 
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19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 

Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95); 

20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2016 Nomor 72); 
  

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINJAUAN TARIF 

RETRIBUSI JASA USAHA PADA TAMAN HUTAN RAYA 
SULTAN ADAM DINAS KEHUTANAN PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN. 

 

PASAL  I 
 

Lampiran XXIII Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 
Nomor 9), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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PASAL  II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 

        Ditetapkan di Banjarmasin 

       pada tanggal 8 Agustus 2017 
  

       GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

 

 
 

          H. SAHBIRIN NOOR 
 

 

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 8 Agustus 2017 
 

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
        KALIMANTAN SELATAN, 

 

 
 

            H. ABDUL HARIS 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


